
1. Undang-Undang Nomor 27 Tabun 1959 ten tang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah 'I'ingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2387);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ten tang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Mengingat

a. bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar
sangat berbahaya bagi perkembangan sumber day?
manusia dan mengancam kehidupan bangs a dan negara;

b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di
wilayah Kota 8anjarmasin tergolong tinggi dan telah
meluas sampai ke satuan pendidikan dan kaJangan
pelajar, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanggulangan secara sisternatis, terukur,
terkoordinasi, efektif, dan efesien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencegahan
Penyahagunaan Narkoba Pada Satuan Pendidikan di
Wilayah Kota Banjarrnasin.

Menimbang

WALIKOTABANJARMASIN,

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

PERATURANWALIKOTABANJARMASIN
NOMOR E. 'I TAHUN 2018

TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAANDAN PEREDARAN NARKOBA

DI KALANGANPELAJAR PADA SATUANPENDIDIKAN
DI WILAYAHKOTABANJARMASIN

WALIKOTABANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN



4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistern
Penclidikan Nasional (Lernbaran Negara Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan an tara Pernerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RepubIik
Indonesia Nomor 5062).;

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234,);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)' sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nornor 23 TAhun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
5105.) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Presiden Nornor 23 Tahun 2.010 tentang
Badan Narkotika Nasional;

11. Instruksi Presiden Nornor 12 tahun 2011 tentang
Kebijakan Strategis Nasional ten tang Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba Tahun 2011-2015;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T'Ahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lernbaran
Daerah Kota Banjarrnasin Tahun 2009 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 13 TAhun 2009 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarrnasin Nomor
2 TAhun 2014;



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1,. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah KotaBanjarmasin.
2. Walikota adalah WaliKotaBanjarmasin.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam

penelenggaraan urusan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin Kalimantan Selatan.

4. Lernbaga atau instansi vertikal adalah lembaga pusat di daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan
pemerintah meliputi politik Iuar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,
moneter, dan fiskal nasional dan agama.

5. Narkoba adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika,
dan Bahan Adiktif Iainnya kecualu bahan adiktif untuk tembakau
dan alkohol.

6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman, baik, sintetis maupun semisintesis yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan keaadar-an, hilangnya
r'asa nyeri, dan dapat menirnbulkan ketergarrtungan yang
dibedakan ke dalarn goloriganI, II, dan Ill.

7. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alarniah maupun sintetis
bukan narkotika, yang berklaaaiat psikoaktif melalui pengaruh
selektif pada susunan s·arafpusat yang menyebabkan perubahan
khas pada aktivitas mental dan perilaku .

B. Zat Adiktif adalah zat atau bahari-bahan alamiah, semi sintetis
maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina
atau kokaina dan tidak termasuk golongan riarkotika dan
psikotropika tetapi menimbulkan ketergantungan.

9. Prekursor Narkotika adalah zat at-au baban pemula atau bahan
kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

Pas.al 1

BABI
KETENTUAN UMUM

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCEGAHAN
PENYALAl-lGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA DI
KALANGAN PELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN Dl
WILAYAH KOTA BANJARMASIN

Menetapkan

MEMD'l'USKAN

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun
2011 tentang Pernbentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Banjarrnasin (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun '2011 Nornor 28, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nornor 25 Tahun .2014 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kata
Banjarmasin Tahun 2014 Nomor25);



BAB II
MAI<SUD DAN TUJUAN

Pasa12

(1) Maksud pencegahan penyalahgunaan narkoba dalarn Peraturan
Walikota IDl adalah upaya secara sistemik, terpadu, dan
berkelanjutan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan
pelajar pada seluruh satuan pendidikan di wilayah Kota
Banjarmasin.

(2)Tujuan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba
dalam Peraturan Walikota ini adalah:
a. menyamakan persepsi dalam penanganan penyalahgunaan

Narkoba dan Prekursor Narkotika sesuai kewenangan, tugas,
dan fungsi masing-masing;

10. Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika adalah setiap
kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilaktrkan secara tanpa
hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidaria
narkoba dan Prekur'sor Narkotika..

11. Penyalahgunaan Narkoba adalah kegiatan penggunaan
Narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan ata.u digunakan
tanpa mengikuti aturan dan perigawasan dokter.

12. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa
hak atau melawan hukum.

13. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau
menyalahgunakan Narkoba dan dalarn keadaanketergantungan
pada Narkoba, baik secara fisik maupunpsikis.

14. Korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak
sengaja menggunakan Narkoba karen a dibujuk, diperdaya, ditipu,
dipaksa, dan Zatau diancam untuk menggunakan Narkoba.

15. Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh
dororigan untuk menggunakan Narkoba secara terus menerus
dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek.
yang sarna dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau
dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis
yang khas.

16. Rehabilitasi adalah upaya penanggulangan penyalahguriaan
narkotika berupa kegiatan pengobatan dan terapi yang dilakukan
untuk memulihkan lcesehatan dan mengembalikan penyalahguna
ke masyarakat.

17. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan
secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari
ketergantungan Narkoba.

18. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara
terpadu, baik fiaik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu
Narkoba dapat kernbali rnelakaarrakari fungsi sosial dalam
kehidupan masyarakat.

19. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNNadalah
BNNKota Banjarmasin.

20. Satuan pendidikan adalah lembaga penyelenggara perididikan
formal maupun non formal/jcesetaraan mulai dari jenjang Satuan
Pendidikan Dasary sederajat hingga jenjang Satuan Pendidikan
Menengah Tirigkat Atasy sederajat.






















